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ABSTRAK

CATATAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang
merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, sektor
perhutanan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sektor
pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor pertambangan
mineral atau batubara, dan sektor lainnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Maret 2025 dan
ditetapkan 24 Maret 2025
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